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TAWA DAN TANGIS DALAM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Priyo Katon Prasetyo
Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan viralnya berita tentang banyaknya warga
yang terkena kegiatan pengadaan tanah kemudian membeli mobil secara bersama
sama. Bahkan bukan hanya membeli satu, malah ada beberapa mobil yang dibeli
oleh satu keluarga (Rofiq, 2021). Hal tersebut juga dialami oleh warga di daerah
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memborong sepeda motor dan mobil usai
menerima ganti rugi pembangunan bendungan. Tercatat ada 300 motor dan 22
mobil dibeli warga desa, setelah menerima uang ganti rugi tanah, bangunan dan
tanaman yang tergusur pembangunan Bendungan Kunin (Faisol, 2021). Melihat
hal itu terjadi, apakah setiap kegiatan pengadaan tanah mesti menghasilkan
peristiwa atau keadaan yang selalu menggembirakan, tentunya belum tentu
semua akan berakhir seperti itu, ada kalanya mengalami ketidakberuntungan
dikarenakan berbagai sebab misalnya tanahnya kecil dan hanya satu-satunya
tentunya akan kesulian mendapatkan penggantinya, atau tidak mempunyai
tanah hanya menumpang di tanah orang lain.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
yang selama ini dilakukan baik untuk pembangunan jalan, jembatan maupun
kegijatan infrastruktur yang lain seperti apa yang diamanatkan dalam undang-
undang 2/2012 yang menyangkut kepentingan umum, apa yang termuat dalam
media sosial yang viral tersebut sudah berada dalam tahapan penyerahan vang
ganti kerugian dalam tahapan pelaksanaan, Perlu kita pahami bahwa kegiatan
pengadaan tanah dibagi dalam empat tahapan, mulai dari tahapan perencanaan
yang menjadi ranah instansi yang memerlukan tanah, thap persiapan yang
menjadi ranah pemerintah daerah tingkat satu dalam hal ini gubernur selaku
pejabat yang bertanggung jawab terhadap terbitnya penetapan lokasi sebagai
sebuah izin untuk mendapatkan tanah dimana kegiatan pengadaan tanah akan
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dilakukan, setelah penetapan lokasi diumumkan, bila ada gugatan menungg,
putusan pengadilan akan tetapi bila tidak ada gugatan maka pelaksanaan pad,
tahapan sclanjutnya dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi atau bila dilimpahkan bisa ke kantor pertanahan
di tingkat kabupaten. Setelah kegiatan pelaksanaan selesai dilakukan, dokumen.
dokumen pada tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan diberikan
kepada instansi yang memerlukan tanah pada tahapan penyerahan hasil agar
ditindaklanjuti dengan pendaftaran hak sesuai dengan hak yang bisa diperoleh
instansi yang memerlukan tanah.

Dilema Ganti Kerugian

Uang scbagai ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan hanya salah satu pilihan
yang diambil oleh instansi yang memerlukan tanah dari beberapa alternatif yang
diamanatkan undang-undang antara lain, relokasi, tanah pengganti atau hal kin
yang disepakati. Mengapa tawaran uang ganti kerugian yang selalu dikedepankan
dalam pemberian ganti kerugian padahal masih ada pilihan lain dalam gand
kerugan?

Pemilihan uang sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ganti kerugian
pada kegiatan pengadaan tanah tidak terlepas dari kepraktisan. Di sisi hin
memberikan ganti kerugian dalam bentuk selain uang misalnya tanah penggand
dan relokasi menjadi suatu hal yang sulit dilakukan. Artinya, kesiapan instansi
yang memerlukan tanah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut, sebagai contoh
dalam pembangunan bandara baru di Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan
YIA (Yogyakarta International Airport) ada sebagian yang menghendaki relokasi
atau pemukiman kembali, dalam kenyataannya PT Angkasa Pura sebagai instansi
yang memerlukan tanah tidak bisa mencarikan tanah untuk tempat relokasi sesuai
dengan permintaan warga yang berhak. Bersyukurlah pada waktu itu Pemerineah
Daerah Kabupaten Kulon Progo mau memfasilitasi dengan memberikan tanah
yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai tempat relokasi, tentunya dengan
mekanisme sesuai perundang-undangan,

Ganti kerugian yang berupa uang seringkall bisa menimbulkan masalah
baru, hal ini tidak terlepas bagaimana warga penerima ganti rugi memanfaatkan
uang dengan bijaksana, Seringkali ada candaan yang cukup menggelitik “tidak
mempunyai uang i menjadl masalah, akan tetapl tiba-tiba mempunyui
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uang dalam jumlah banyak juga bisa menimbulkan masalah”. Dalam proses
ganti kerugian di YIA, sebelum uang ganti kerugian dicairkan, pada saat tahap
pengumuman besaran ganti kerugian dan pembukaan rekening bank untuk
penyampaikan uang ganti kerugian, di luar gedung pertemuan desa sudah
berjejer sales yang menawarkan kendaraan baik mobil ataupun motor. Kondisi ini
menjadi tantangan bagaimana warga penerima ganti kerugian dengan bijaksana
memanfaatkan ganti rugi tersebur.

Dalam konteks ganti kerugian, seharusnya ada pendampingan bagi warga
penerima, khususnya dalam proses pemanfaatan uang ganti kerugjan. Pengalaman
di salah satu Dusun Sawahan di Kabupaten Boyolali, perangkat desa melakukan
pendampingan kepada warganya saat setelah menerima ganti rugi. Prioritas yang
pendampingan diberikan kepada seorang petani dan lainnya, agar sawah-sawah
yang terkena pengadaan tanah harus segera kembali dibelikan sawah, setelah itu
silahkan dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Langkah ini dilakukan agar
warga khususnya petani tidak beralih profesi ke non pertanian, karena merubah
pola hidup dari bertani ke non pertanian yang sudah dilakukan puluhan tahun

bukanlah suatu yang mudah, sehingga desa mengupayakan agar warganya tetap
menjadi petani, tidak beralih profesi.

Harapan yang Masih Samar-samar

Perdebatan undang-undang cipta kerja yang di dalamnya juga mengatur tentang
kegiatan pengadaan tanah serta ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah
untuk pelaksanaannya. Menurut penulis, hal ini suatu upaya untuk memperbaiki
proses pengadaan tanah khususnya mengenai bentuk ganti kerugjan, yakni
penyusunan dokumen perencanaan instansi yang memerlukan tanah sudah harus
mempersiapkan tanah pengganti apabila ada warga yang berhak menghendaki
bentuk ganti kerugian berupa tanah penggand. Penyusunan dokumen
perencanaan dalam peraturan ini harus sudah memuat keinginan warga yang
berhak untuk mendapatkan bentuk ganti kerugiannya.

Pilihan terhadap bentuk ganti kerugian dalam peraturan pemerintah tentang
penyusunan dokumen perencanaan sudah harus dipersiapkan hal ini untuk
mengantisipasi apabila ada pihak yang berhak meminta bentuk ganti kerugian
tanah pengganti atau relokasi. Tentunya dengan beberapa pertimbangan, salah
satunya tidak boleh terlalu jauh dari tempat tinggal semula. Akan tetapi apa
yang tertulis dalam undang-undang masih sangat diperlukan pengawasan dalam
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pelaksanaannya agar apa yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah tidak
menimbulkan akibat yang buruk.
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